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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan telah diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun
2000;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis, terdapatnya pengalihan kewenangan dalam aspek pengelolaan
Retribusi Izin Gangguan, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian pengaturan mengenai
ketentuan pidana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000,
perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian, yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordontie) Stb. 1926 Nomor 226
yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 140 Nomor 14 dan 15;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2943);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000
Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis,
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20
Tahun 2000 tentang Izin Gangguan diubah untuk pertama kalinya sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Ciamis;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru;

6. BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis;

7. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan
pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;

8. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kegiatan
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan;
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Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah merupakan upaya untuk
mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau
kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan
menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan;

Upaya Pemantauan Lingkungan adalah merupakan upaya untuk
mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan
sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan
lingkungan;

Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai
dengan gambar Izin Membuat Bangunan;

Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan
usaha;

Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian
Izin Undang-Undang Gangguan atau Izin Tempat Usaha oleh Daerah;

Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan
kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu
untuk mencari keuntungan;

Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan
setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;

Pusat Kota adalah suatu tempat tertentu yang merupakan Pusat
Pemerintahan dan perdagangan;

Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk meneliti dan
mempertimbangkan permohonan baru Izin Gangguan yang terdiri dari
Dinas/Instansi terkait;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Kantor
Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ciamis;

Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan
yang diberikan kepada orang atau badan hukum;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum
lengkap;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pokok
retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit tersebut lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak
terutang;



24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

(2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban
keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban
lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerija.
Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang
telah ditentukan oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah.

. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

(1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Usaha
berlokasi.

(2) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib Retribusi
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Retribusi yang
terutang.

. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal sehingga berbunyi :

Pasal 15 A

Wilayah pemungutan adalah wilayah Kabupaten Ciamis.

. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal sehingga berbunyi :

Pasal 22 A

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi tertanggung apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib retribusi.

Pasal 22 B

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi mengacu
kepada peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi :

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Barang siapa yang melanggar Ketentuan Dalam Peraturan Daerah ini
sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas
Daerah Kabupaten Ciamis.

. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi :

(1)

(2)

Pasal 28

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
waktu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

. Disisipkan Bab XVIIA tentang Pengawasan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPPT
bersama-sama dengan SKPD/Lembaga terkait lainnya;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 28 B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (2)
Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.



Pasal 28C

Pengawasan refresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (2)
Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga
masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada
Lembaga Peradilan;

c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para
pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. D. HIDAYAT. K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan telah diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000, dan mengenai
ketentuan pidana dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
dewasa ini.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, terjadi pengalihan kewenangan
dalam aspek pengelolaan Izin Gangguan.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 20 Tahun 2000, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian
yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat
dihindarkan.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
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Angka 6

Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Pasal II
Cukup Jelas
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